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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dari uraian-uraian pada bab 

sebelumnya adalah 

1. Status keabsahan jual beli hak atas tanah dibawah tangan yang dilakukan 

oleh para pihak adalah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat sah 

perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu telah 

terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian baik syarat subyektif maupun 

syarat obyektif telah dipenuhi oleh para pihak. Perjanjian dibuat 

berdasarkan kesepakatan pembeli dan penjual yakni Haiban Rosyid 

(Penggugat) dan H.M Toha BA (Tergugat) untuk melakukan jual beli, 

keduanya merupakan orang yang telah dewasa dan merupakan orang yang 

cakap hukum. Kemudian dalam melakukan jual beli secara lisan masuk 

kedalam asas kebebasan berkontrak, dimana perjanjian tersebut dibuat tanpa 

ada paksaan dari pihak lain. Syarat obyektif juga telah dipenuhi, dimana 

transaksi jual beli tersebut terdapat obyek berupa tiga bidang tanah dengan 

Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berkedudukan di Kp. Tambun RT.02 

Rw. 02/I, Desa Tambun, Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. 

Kemudian syarat sebab-sebab yang halal juga sudah terpenuhi, bahwa 

ketiga Objek Jual Beli tersebut secara sah dan utuh milik H.M Toha BA 
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(Tergugat), oleh karena itu H.M Toha BA (Tergugat) berhak untuk menjual 

ketiga Objek Jual Beli tersebut. 

2. Kepastian kepemilikan hak atas tanah dalam perjanjian jual beli dibawah 

tangan adalah sah jual belinya atau sudah pasti, karena perjanjian tersebut 

telah memenuhi syarat sah nya jual beli yang ada pada pasal 1320 

KuhPerdata dan juga telah memenuhi syarat materiil jual beli tanah, tetapi 

dikarenakan tidak memenuhi syarat formil yaitu jual beli tersebut tidak 

dilakukan secara terang dihadapan PPAT sebagaimana dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa peralihan hak atas 

tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT), karena hal itu hak atas tanah tidak bisa didaftarkan di 

Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh pemindahan hak atas tanah 

dan balik nama ke atas nama pembeli Haiban Rosyid (Penggugat) di Kantor 

Pertanahan, sehingga hal ini hanya menimbulkan kerugian bagi pembeli 

Haiban Rosyid (Penggugat) karena hanya dapat menguasai secara fisik akan 

tetapi tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut secara yuridis. 

B. Saran 

1. Dalam melaksanakan transaksi jual beli tanah disarankan kepada 

masyarakat melakukan perjanjian jual beli dihadapan Notaris/PPAT, agar 

diperoleh Akta Jual Beli yang merupakan akta otentik, agar tidak 

menimbulkan permasalahan di kemudian hari dikarenakan pembeli hanya 

dapat menguasai fisik namun tidak dapat membuktikan kepemilikannya 

secara yuridis. Dan apabila dikemudian hari pembeli ingin melakukan balik 
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nama atas sertifikat hak milik atas tanah yang telah dibeli sementara penjual 

dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya namun ada okta otentik 

(Akta Jual Beli) maka proses balik nama atas sertifikat hak milik tetap dapat 

diproses di Kantor Pertanahan setempat. 

2. Bila terjadi transaksi jual beli dibawah tangan sehingga tidak ada Akta Jual 

Beli, dan penjual dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya maka 

disarankan kepada pembeli mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan 

setempat dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat dan dua orang saksi 

yang benar-benar mengetahui adanya transaksi jual beli tanah tersebut 

sehingga Majelis Hakim dan Kantor Pengadilan setempat dapat 

mempertibangkan gugatan dan mengabulkannya. 
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